PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan = Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

0=

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomer 6206);
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
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diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1460);

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1015);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 72);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
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42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 semula berjumlah Rpl1.693.628.860.908,00
bertambah/(berkurang) sebesar Rp176.549.759.144,00 sehingga
menjadi Rp1.870.178.620.052,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah
1. Semula

2. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pendapatan Daerah
Setelah Perubahan

b. Belanja Daerah
1. Semula

2. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Belanja Daerah Setelah
Perubahan

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
a) Semula

b) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Penerimaan Setelah
Perubahan

Rp1.647.360.624.110,00

Rp186.310.953.157,00

Rp1.833.671.577.267,00

Rp1.683.628.860.908,00

Rp171.549.759.144,00

Rp1.855.178.620.052,00

Rp46.268.236.798,00

(Rp9.761.194.013,00)

Rp36.507.042.785,00
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2. Pengeluaran Pembiayaan
a) Semula

b) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pengeluaran Setelah
Perubahan
Jumlah  Pembiayaan  Netto
Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)

Pasal 2

Rp10.000.000.000,00
Rp5.000.000.000,00

Rp15.000.000.000,00

Rp21.507.042.785,00

(Rp0,00)

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

hu?ruf a yang terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
1. Semula

2. Bertambah/(Berkur
ang)

Jumlah Pendapatan asli

daerah (PAD) Setelah

Perubahan

b. Pendapatan Transfer
1. Semula

2. Bertambah/(Berkur

ang)
Jumlah Pendapatan
Transfer Setelah
Perubahan

Rp353.665.538.400,00

Rp18.301.198.053,00

Rp371.966.736.453,00

Rp1.293.695.085.710,00

Rp168.009.755.104,00

Rp1.461.704.840.814,00

(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1. Semula

2. Bertambah/(Ber

kurang)
Jumlah Pajak
Daerah Setelah
Perubahan

b. Retribusi Daerah
1. Semula

2. Bertambah/(Ber
kurang)

Rp159.708.275.900,00
Rp3.866.699.300,00

Rp163.574.975.200,00

Rp184.297.262.500,00
Rp6.740.411.105,00
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Jumlah Retribusi
Daerah Setelah Rp191.037.673.605,00
Perubahan

c. Hasil Pengelolaan
Kekayaan  Daerah
yang Dipisahkan

1. Semula Rp7.300.000.000,00

2. Bertambah/(Ber (Rp501.441.266,00)
kurang)

Jumlah Hasil

Pengelolaan

Kekayaan  Daerah Rp6.798.558.734,00

yang Dipisahkan
Setelah Perubahan

d. Lain-lain PAD yang

Sah

1. Semula Rp2.360.000.000,00

2. Bertambah/(Ber Rp8.195.528.914,00
kurang)

Jumlah Lain-lain
PAD yang Sah Rp10.555.528.914,00
Setelah Perubahan

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp1.152.196.136.000,00
2. Bertambah/(Ber Rp42.145.934.000,00
kurang)

Jumlah Pendapatan

Transfer Pemerintah Rp1.194.342.070.000,00
Pusat Setelah

Perubahan

b. Pendapatan

Transfer Antar

Daerah

1. Semula Rp141.498.949.710,00

2. Bertambah/(Ber Rp125.863.821.104,00
kurang)

Jumlah Pendapatan

Transfer Antar Rp267.362.770.814,00
Daerah Setelah

Perubahan



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp1.558.854.523.154,00

2. Bertambah/(Berk Rp123.492.790.809,00
urang)

Jumlah Belanja Rp1.682.347.313.963,00

Operasi Setelah

Perubahan

b. Belanja Modal

1. Semula Rp93.590.090.487,00

2. Bertambah/(Berk Rp75.609.036.634,00
urang)

Jumlah Belanja

Modal Setelah Rp169.199.127.121,00

Perubahan

c. Belanja Tidak

Terduga

1. Semula Rp31.184.247.267,00

2. Bertambah/(Berk (Rp27.552.068.299,00)
urang)

Jumlah Belanja Tidak
Terduga Setelah Rp3.632.178.968,00
Perubahan

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp802.144.995.100,00

2. Bertambah/(Berk Rp2.350.892.062,00
urang)

Jumlah Belanja

Pegawai Setelah Rp804.495.887.162,00

Perubahan

b. Belanja Barang dan

Jasa

1. Semula Rp653.368.526.904,00

2. Bertambah/(Berk Rp123.627.246.930,00
urang)

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa Rp776.995.773.834,00

Setelah Perubahan
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Belanja Bunga

1. Semula

2. Bertambah/(Berk

urang)
Jumlah Belanja
Bunga Setelah
Perubahan

Belanja Subsidi

1. Semula

2. Bertambah/(Berk

urang)
Jumlah Belanja
Subsidi Setelah
Perubahan

Belanja Hibah
1. Semula

2. Bertambah/(Berk

urang)
Jumlah Belanja
Hibah Setelah
Perubahan

Belanja Bantuan
Sosial

1. Semula

2. Bertambah/(Berk
urang)

Jumlah Belanja
Bantuan Sosial
Setelah Perubahan

Rp200.000.000,00

Rp100.000.000,00

Rp300.000.000,00

Rp450.000.000,00

(Rp5.000.000,00)

Rp445.000.000,00

Rp101.166.001.150,00
(Rp2.515.348.183,00)

Rp98.650.652.967,00

Rp1.525.000.000,00
(Rp65.000.000,00)

Rp1.460.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula

2. Bertambah/(Berk
urang)

Jumlah Belanja
Modal Tanah Setelah
Perubahan

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin

1. Semula

2. Bertambah/(Berk
urang)

Rp3.820.000.000,00
Rp50.000.000,00

Rp3.870.000.000,00

Rp42.135.582.559,00

Rp39.776.492.437,00
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Jumlah Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin Setelah
Perubahan
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
1. Semula

2. Bertambah/(Berk

urang)
Jumlah Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Setelah
Perubahan

. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

1. Semula

2. Bertambah/(Berk
urang)

Jumlah Belanja

Modal Jalan,

Jaringan, dan Irigasi
Setelah Perubahan

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya

1. Semula

2. Bertambah/(Berk

urang)
Jumlah Belanja
Modal Aset Tetap
Lainnya Setelah
Perubahan

Belanja Modal Aset
Lainnya

1. Semula

2. Bertambah/(Berk
urang)

Jumlah Belanja
Modal Aset Lainnya
Setelah Perubahan

Rp81.912.074.996,00

Rp37.388.608.848,00
(Rp1.729.528.485,00

Rp35.659.080.363,00

Rp9.590.555.480,00
Rp37.518.633.582,00

Rp47.109.189.062,00

Rp597.182.000,00
Rp5.256.800,00

Rp602.438.800,00

Rp58.161.600,00
(Rp11.817.700,00)

Rp46.343.900,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp31.184.247.267,00

2. Bertambah/(Berk
urang)

(Rp27.552.068.299,00)
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Jumlah Belanja Tidak
Terduga Setelah Rp3.632.178.968,00
Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c,
terdiri dari :

a. Penerimaan
Pembiayaan

1. Semula Rp46.268.236.798,00

2. Bertambah/(Berk (Rp9.761.194.013,00)
urang)

Jumlah Penerimaan Rp36.507.042.785,00
Pembiayaan Setelah
Perubahan

b. Pengeluaran
Pembiayaan sejumlah

1. Semula Rp10.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berk Rp5.000.000.000,00
urang)

Jumlah Pengeluaran Rp15.000.000.000,00

Pembiayaan Setelah

Perubahan

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA)
1. Semula Rp34.945.012.898,00
2. Bertambah/(Berk (Rp22.601.545.185,00)
urang)

Jumlah Penggunaan

Sisa Lebih
Perhitungan Rp12.343.467.713,00
Anggaran Tahun
Anggaran
Sebelumnya Setelah
Perubahan
b. Pencairan Dana
Cadangan
1. Semula Rp1.323.223.900,00
2. Bertambah/(Berk Rp514.680.724,00
urang)
Jumlah Pencairan
Dana Cadangan Rp1.837.904.624,00

Setelah Perubahan
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c. Penerimaan Pinjaman

Daerah

1. Semula Rp10.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berk Rp5.000.000.000,00
urang)

Jumlah Penerimaan
Pinjaman Daerah Rp15.000.000.000,00
Setelah Perubahan

d. Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah

ertambah/ Rp7.325.670.448,00
(Berkurang)

Jumlah Penerimaan

Kembali Pinjaman Rp7.325.670.448,00
Daerah Setelah
Perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang
Jatuh Tempo

1. Semula Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/ Rp5.000.000.000,00
(Berkurang)

Jumlah Pembayaran

Cicilan Pokok Utang

yang Jatuh Tempo Rp15.000.000.000,00
Setelah Perubahan

Pasal 5

(1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak
Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah
Daerah; dan/atau



(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)
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d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
Keadaan Darurat.

Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan
cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih
lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi
penerimaan  pembiayaan = sebagaimana  yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pendanaan Keadaan Darurat untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SKPD.

Dalam hal Keadaan Darurat terjadi setelah ditetapkannya
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(1), termasuk Belanja Untuk Keperluan Mendesak.

Kriteria Belanja Untuk Keperluan Mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
Tahun Anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA/DPPA SKPD.
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Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini, yang terdiri dari:

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Ringkasan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan
dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun
Anggaran Sebelumnya yang belum
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

(2)

Belanja

Daerah

sebagai landasan  operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Dalam hal terdapat Alokasi Pendapatan yang bersumber
dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum
maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya
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setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
Bantuan Keuangan tersebut dengan mencantumkannya
dalam LRA melalui penetapan Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan memberitahukan kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ASEP GOPARULLAH
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT:

(4/197/2024)



